


- angkatan ex}a'»dengan Eapangan kerja: yang tersedaa, }umlah pendudak vang dak
-seimbang; aniara pulau luar Jawa. dengan Pulan Jawa, serta soal urbanisasi,’ -
PrOses’: mdus&nahsasg ‘tenaga: keria“di- desa menyerbu ke kota sehmgga ;iak '

seimbang antara tenaga keria di desa dengan di kota. Seperi semut mengejar gula,

semakin deras, di tambah dengan sistim upah atau gaii yang menarik di kota,

- Jumlah angkatan kerja terus melonjak, menurut survey’ Angkatan -Kerja Na-
sional 1986 (Sakernas) selama Pelita IV adalah 12 juta. Semula jumiahnya
diperkirakan 9,3 juta orang tetapi perhitungannya menghasilkan angka 12,41 juia

-orang. Mereka ini semua tidak bersekolah lagi dan mencan peker}aan dan sebagm
j -bzsa bekerja dan sisanya masih MENEANgEUr, - Y

Akabat lajunya pertombuhan ckonomi Indonesia, terutama sejak pelaksanaan
pehta demi pelita, ielah menghasilkan banyak pabrik dan perusahaan yang tentunya
membutuhkan buruh atan pekerja.untuk menjalankan roda usahanya, Selain itu
‘timbul persaingan antara sat perusahaan dengan pérusahaan lainnya yang semakin
‘dikejar sehingga ‘pengusaha cenderung untuk menckan biaya produksi.. Bisya
.produksi yang paling mudah ditekan adalah upah buruh, Karena it wajarlah apabila
Jjumlah perselisihan perbunihan yang muncul pun makin banyak, yang kesemuanva
bermua:a menjadi pemutusan hubungan kerja, atau dikenal dengan PHK .

- Banyak kasns PHK vangterjadi dan sebagian dapatk;ta bacamelalui suratkabar
su:at kabar. Secara yuridis pengusahaitu harus meminta izin terlebih dahuiy kepada
P4P atan P4D. Sayangnya Lembaga Peradilan Perburuhan ini hanya mengurus saai
PHK—nya saja tidak meneliti sebab-sebab timbulnya keresahan kaum buruh.

«Dalam papar yang: sedsrhana am penuhs hanya membatasn pada masaiah yang
. tendenuﬁka& sebagai berilt : i
1. Bagannana Droses pemumsan Huhungan K\,r,a (P}ﬁ{} d1 perusahaan swas:a
- sesvai dengan ketentuan Undang-undang NOmMOE: 12 Tahun 1964 5
‘2, Ekse}mm keputusan P4D dan atau P4P. -

Seperu yang penui:s nngkapkan pada uraian serdahuiu tha secara yxmdas

1 Ketstapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indam,sxa Nomar II/
MPR/1988 tentang Gans Gans Eesar Haluan Negar& I




B _Karena kepu};usam ?41) dan P4P ma _'sakar dllaksanakan tanpa persetujuan peng-' L
wusaha. 'Apabﬂa 'fpengusa!m '_d_ak tuju dengan kepumsan tersebut, maka pahak

:Hubamgan Ker,;a Dan Pemuiusan Eubungan K@i‘jﬂ Ay

; 1 Hubungan Ker_]a : WY '
~¥Yang dimaksud dengan hubungan ker_;a adalah hub&mgan amara bumh dengan
: ma;xkan yang mana hubungan tersebut-hendak menunjikkan kedudukan kedua
_:belah pihak yangpadapokoknyamsnggambarkan hakuhakdankewapbanbumh ter-

g hadap majikan dan sebaliknya. T
‘Hubungan kerjaterjadi setelah adanyaper}an}mn keqaantaraba:uhdanmajlkan,
- yaxm suam perjanjian di mana Pihak pertama, burnh mengikatkan diri untuk bekerja
* -dengan menerima upah pada pihak lainnya yaitu majikan, yang mengikatkan diri
-untuk . mempekerjakan buruh itu dengan:membayar upah. Pada pihak lainnya
mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekeriaan im berada d_
bawah pimpinan majikan, .. -
Adapun mengenau jenmnya hubungan kerja dalam KUH Perdaza adalah sebagm
benkui
a. Hubungan antara seorang yang mciakukan satu atay bebﬁrapa pekerjaan terientu
dengan pihak seorang lainnya. Biasanya diajukan sebagai contoh hubungan
+.antara. seorang dokter dengan pasiennya, seorang pengacara dengan Seorang

'Hukzém dan 'I?embaﬁguﬁ,éﬁ, S

. Kliennya, seorang notaris dengan seorang kliennya dan lain-lainnya. Hubungan ...

- semacam-ini yang terjadi setelah adanya perjanjian uniuk melakukan satu atau
beberapa pekerjaan tertenti bukanlah hubungan kerja, karenatidak ada wewenang
pada pihak pemberi pekerjaan untuk memimpin dilakukannya pekerjaan itu cleh

“yang menerima pekerjaan, - tidak ada wewenang memberi petunjuk terutama
berkenaan dengan cara melakukan pekerjaan, sedangkan wewenang itzadapada

. hubungan kerja.
b. Hubungan aniara seorang pembomng pekeqaan dengaﬂ ssomng Vang mem-
borongkan pekerjaan. Hubungan ini terjadi setelah adanya perjanjian pemboro-




Dekerjasn di mana pihak kesatu pemborong pekerjaan, mengikatkan
\embuat suatu karya tertenty, misalnya mendirikan atau ‘membongkar

1 bangunan, dengan harga tericntu bagi pihak lainnya yang memboron gk
cerjaan, mengikatkan dirl untuk memberikan pekerjaan pemborongan
lengan membayar- harganya kepada pihak kesatu Hubungan ini bukan pul
ubungan kerja, karena tidak ada unsue memberi petuniuk dan memimpin dan -

2k yang memborongkan. Namun demikian perjanjian pemborongan pek

v ini diater dalam KUH Perdata Buku I Bab I Titel 7 A pada 1604

740 S T S A
dapun - perbedaan  perjanjian - pemborongan peketjaan’ déngan ‘perjanjian

. melakulan salah satu atay beberapa pekerjaan tertentu, ialah bahwa pada perian;
. yang periama tersebut tujuannya adaleh untuk selesainya pekerjaan yang ber-
* - sangkuian, amran mengenai pinak perianjian tetap berlaku. 7 ika terdapat pertenta-. -
‘ngan di‘aniara afuran-aturan i, maka yang berlaku adalal aturan mengensi per-

' Jangzankerjabasarpemlklmndl sini adalah memberi perlindungan kepada plhak

yang iebih Jemah ckonominya; terhadap pihak yang lebih kuat ekonominya (Pasal
~1601 ¢ ayat (1) KUHPerdata), 7 00 50w R =
- Pasal 1601 ¢ ayat (2) KUH Perdaia menetapkan bahwa jika suatu perjanjian
pemborongan pekerjaan diikuti oleh beberapa perjanjian semacam i, meskipun
tiap kali dengan suatu waktu selang, atau jika pada wakiudibuatnya perjanjian pems;
borongan pekerjaan terang ‘maksud ke dua belah pihak adalah untuk membuat-
beberapa perjanjian lagi yang -semacam, sedemikian rapa sehingga perjanjian:
perjanjian pemborongan pekerjaan ity semuanya dapat dianggap sebagai Suatu .
perjanjiankerja, maka yang berlaku adalah aturan-aturan mengenai perjanjian kerja
terhadap tiap perjanjian pemborongan-pemborongan tersebut. Conioh di luar KUH.
Perdata itu sendiri sering kita temui tentang pemborongan pekerjaan: i
a. Hubungan seorang yang membantu mengérjakan sawah atan ladang dengen
<“pembayaran tertentu dan pemilik sawah atau ladang yang dibantn itu, Walaupun
hakikat'hubungan ini adalah terang hubungan kerja biasa, namun tidak perniah
- 'menuruti perimtab/peraturan perburuan yang ada tetapi selalu diserahkan sepe-
- -nuhnya kepadakebijaksanaan kedua belah pihak yang berar difetapkan sepihak
oleh pihak yang kuat yait: pemilik sawah atan ladang, atau diserahkan kepada
~aturan kebijaksanaan setempat yang sangat mungkin'masih berban feodal, + ¢
b."Hubungan seorang penggarap sawah atau ladang orang lain dan pemiliknya.
+:Sebagaimana-balas jasa penggarap. mendapat sebagian dari hasil sawah atan
- ladang yang digarapnya. Hubungan ini #idek disebut hubungan kerja, tetapi

hubungan penggarapan tanah atau hubungan bagi hasil yang diatur dalam
o.-undang-undang nomor 2 tahun 1960, Menurut-undang-undang tersebut per-
janjian bagi hasil adalah suatu pérjanjian dengan nama apapun jnga, yang
diadakan antara pemilik yaitu orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu
- hakmenguasal suatu tanah pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada
pihak lain yang dalam undang-undang ini dissbut penggarap. Berdasarkan
perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut unmik menye.
lenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik -tersebut untuk - menye-







kehendak"salah satu pihak. Seorang bursh. yang diterima untuk suam pekerjaan
tertenm_ be}(_:er_ia untuk waktu tertentu yaltu sampaa selesamya peke:;;aan tersebut.

Beﬂan gsun g, imtuk bekerja pada waktu terten tu Waktu tenentu terdapat pula pada
' hubungan kerja untuk seiama peperangan sampai buruh Kawin, salama maj

- h berwenang sepenahnya untuk memumskan hubungan kerja dengan
persetujuan pahak majikan, tiap saat ia menghendakmya, cara pemutusan ini tidak
diatur dalam KUH Perdata. Dalam hal ini kedna belah pihak adalzah hebas. Bumh
juga berhak memumskan hubungan kerjasvcamscpmak t:anpapersew;uan maﬁkan

T S5 daﬂanmibdhaim PR







2. Pengaduan buruh pada yang berwaij mengenm ungkah iaku majlkan kaxem.
. lerbukti meianggar pe_raturan negara. -

da Pa '_'na Pasat, tetapa karena instruksi ity menglkaﬂ(an Pz
) alca peunmtaan izin 1tu akan dltolakoieh Panitia Pusatdengan alasan

ad 4, Huhungan Kena yang Dlpumskan oleh Pengadzlan terutama Berdasar-
kan. Aiasan-alasau Penting., . . :
 Pe mutusan hubungan Kerjaoleh Pengadzian adalah pemutusan oleh Pengadﬂan'
Perdata biasaatas pennmtaan yang bersangkutan berdasarkan alasan- alasanpentzng.
Tidak iermasuk pemutusan ini adalah pemutusan oleh pengadﬂan sepem mlsainya
yang termaksu 1 pasal 1603 m KUH Perdata jika wali-dari ‘seorang belum
dewasa berpendap_ ahwa perjanjian kerja yang dxadakan oleh si belum dewasa_
akan atau télah mempunyai akibat yang merugikan bagi si belum dewasa ataupun
bahwa Syarai-syarat yang tergantung dalam surat knasa tidak dipenuhi dapat
memajukan permintaan kepada Pengadllan di tempat kedlaman si sebelum dewasa

- yang sebenamya agar perjanjian ker}a itu dinyatakan putus Menurut pasal 1603 v
KUH Perdata, dan pasal 20 Ontslagrecht tiap pihak setiap wakm Juga se
pekerjaan dimulai berwenang berdasarkan aIasan penting mengajukan penmnman_ .

“~tertulis kepada Pengadilan di tempat kediamannya yang sebenamnya untuk menya-
takan perjanjian kerja putus, Pasal 420 KUHD mengatakan bahwa tiap plhak suat
waktu, juga sebelum hubun gan kerja di mulax berdasarkan alasan pentmg, berhak
menghubungl pengadllan di tempat pihak yang. bersangkuzan berdiam atau dlmana
kapal itu berada atau di luar Indonesia menghubungx penvahlan, yang pe:tama
dapat dicapai, dengan permintaan untuk menyatakan pemuiusan hubungan kerja.
Burahhanyadapat mengajukan permintagn bilahalini dapatdxiak&ﬂ:an dengan txdak-
menghambat kapal secara wajar. o







pal at.
ada pasal 418 KUHD ; _sebmkan sebagal aiasan mendesak/penung : -
: a “Jika burah mengamayax menghmasecarakasar azau melakuk:an ancaman yang -

ainya ubungan ker;a, bumh udak melapoxkan dm di kapa} s
ot g 'tempkzn'oieh pengusaha kapal, -
ruh baik untuk semeritara matpun untuk selama- Iamanya dzcabut hakn
untuk _kerja di kapal yang telah dlsanggupmya ' e
Tika bursh diluar: ‘pengetahuan pengusaha kapal atan nakhoda membawa barang -
selundupan ke dalam kapal atau- -ményimpannya di sana; 2w
Pengadxian meluluskan permiiniaan hanya setelah mendéngar atau meman
seca:a syah pihak lamnya (pasal 1603v ayat (4) KUH Perdata) :

Asyek Ym-adis Pemumsan Huhungan Kerja Di Perusahaan Swasta

Secara yundls mengenm Pcmutusan Hubungan Kerja pengusaha harus me~ '
minia izin terlebih dahulukepada PAD atan P4P,"

_ Undang«undang yang mengaiur teniang P.H.K di perusahaan swasta adaiah Un~
dang-Undang Nomor 12 tahun 1964, Langkah pertama, adalah majikan- harus
merundingkannya dengan bursh yang bersangkutan atau dengan organisasi buruh'
bila buruh yang bersangkutan menjadi anggota. Barulah ‘kemudian jika Jalan
perundmgan 1idak ‘berhasil mendekatkan kedua belah pihak Pemenmah tampﬂ
kemuka dan’ campur tangan dalam soal PHK. -

Campur tangan Pemerintah i ini berupa pemhenan izin; Sécara umum mengenai
tatd cara pemuiusan hubungan kerja adalah sebagai berikut. Bahwa pengusaha
diwajibkan’ mengadakan ‘segala daya upaya jengan terjadi pemutusan hubingan
kefja (pasal 1 ayat (1) U U No 12/1964) Pemutusan hubungan kerja adalah _
difarang:-+ " .
a.'selama buruh berhalangan menjaiankan pekcr}aannya karéna keadaan sakxi
“nenurit keterangan dokter selama waktu udak melampaux duabelas bulan tsem' -

“Fmenerns; o
b. karena buruh memenuhi kewajiban tsrhadap negara yang dlteiapican oleh Un-

dang-undang atau Pemeriniah, atan karena menjalankan ibadat yang dlpenn—

*tahkan agamanya dan yang dxsetujm Pemenntah (pasa}. 1 ayat (2) U U NO 12/
CUIesdy

““Kemudian apabila setelah diadakan upaya hahwa pemumsan hubungan ke:ja
tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksud PHK dengan or-

ganisasi buruh yang bérsangkutan atau dengan buruhnya-sendiri (pasal 2 U.U. No,




Hukum daﬁ Pembangném

i daia:n hal mengambxl kepumsan terhadap pemohonan izin PHK P4 Da_ \
dan P4 Pusat harus memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerjaseria
“kepentingan buruh dan perusahaan (pasai 7UU Mo, 12/1964). Dalam hal PAD dan
£ j?4P Temberikan izin pemutusan hubungan kerja, maka dapat ditetapkan pula '

- kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada bursh yang bersangkutan uang .

.. pesangon, uang jasa dan gant kerugian lain-lainnya. . . . 3
" Selanjninya apabila saiah safa pihak tidak dapat menerima putusan PA&D maka :
- dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
. baik burvih ataupun pengusaha maupun organisasiburuh/organisasi pengusahayang -
bersangkutan dapat meminta pemenksaan ungkatbandmg kepadaP4AP, melahu P4D ;
{pasal 8 UU No. 12/1964). :

Keputusan P4Pini mempakan pumsan terakhxr dan udak ada kemungkman untuk

: 'memlnta bandmg lagi pada instansi atasan. - . y =
2. Eksekusu Keputusan P4D dan atau PdP ;

Wewenang pokok P4D atau P4P di bidang pemutusan hubungan kerja ini adaiah
berupa penolakan atau memberikan izin PHK yang dimohon oleh pengusaha. Se-
dangkan mengenai masalah kewenangannya untuk membebankan uang pesangon,
uang jasa danuang ganti kerugian lainnya it hanyalah merupakan syarat yang dapat
dilekaikan pada pemberian izin PHK sehingga sifatnya accesoir terhadap kompen-
tensi pokok panitia. Tetapi dalam prakiek justru untuk mendapatkan hal-hat yang
' bersifat accesoir itu merupakan perjuangan hidup ataw mati si buruh yang dikenakan.

' oieh Pemutusan hubungan kerja-Dalam hal permohonan izin pemutusan hubungan
N k i _dzkabulkan daiam kepumsan P4D. atau P4P. yang disertai syarat. yang

bersangkutan uangpesangcm nang 3asadan ganﬁkemgmn Eamnya (v:ldepasal 7 ayat
(2).UU No..12/1964), . .

‘Pengaturan mengenai. besamya uang pesangon uang 3asa dan ganu kamglan '
‘ iamaya diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 11 tahun 1964, Dalam
praketek yang menjadi ruwet dalam penyelesaiannya adalah justru bukan persoalan
diberikan izin pemutusan hubungan kerja, melainkan realisasi dari uang pesangon,
uang jasa dan ganti kerugian lainnya yang dibebankan kepada pengusaha... ...




Suaty @Ln?a!%aan._difda_ianiQra.k@c:bah.waeksekusikeputusanP4Dda?natati'l?‘iP' o
ukup memprihatinkan, dan jarang yang dapat berjalan dengan lancar. Nampaknya .

i di dalam keputusan “peradilan’” perburuhan hanya menang di ataskertas

ipa sadar kadang-kadang P4AD atau P4P berpihak kepada pihak pengusa
na kedudukannya Sangatkuat - 5 el
2 halnya dengan eksekusi perkara perdata, maka eksckusi keputusan PAD
juga selain mahalharganya karena panjar biaya eksekusi selaly/harus
bayar terlebih. dahulu oleh pihak pemchon eksekusi dan memakan wakiu
ing kadang sangat lama, juga tidsk sedikit hambatan-hainbatan, baik bersifar

prosedural maupun'yang non prosedural yang umumnya sulituntuk rengatasi
emecahkan untuk umskan:;kembali.:mppa-_gnégugikan:pii;ak-;p_ihakffy& ¢

" Pasali0ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)UUNo. 22 tahun

1957 :menpatur tentang dasar prosedur dan pelaksanaan cksekusi dari putusan PAD

dan PAP yang pada pokoknyamenentukan s -+ - - EREEe R
2; Jika perlu untuk melaksanakaan. suat keputusan Panitia yang sudah bersifat
~ mengikat, maka oleh pihak yang bersangkutan dapat dimintakan pada Pengadi- -

lan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap -
siapa keputusaniin akan dijalankan supaya keputusan itu dapat dinyatakan dapat -
b, Sesudah dinyatakan dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri, maka keputusan
reviin dilaksanakan menurut aturan yang biasa untuk menjalankan suatu keputusan
»-perkara perdata; jadi kedua pasal tersebut di atas menentiukan; bahwa eksekusi
keputusan P4D dan atan PAD harus dilakukan dengan upayapaksalewat bantuan
-+ Pengadilan Negeri itu dalam garis besarnya harusnya dilakukan dalam dua tahap
.22 1: Tahap penanganan permintaan agarkeputusan PAD dan atauP4Ddinyatakan

. T dapatdl_]alankan; B aiin o . B
"% -2.Tahap pelaksanaan eksekusi secara riil. B

~-:Dapat dibayangkan- beiapa suatu perjalanan yang cukup panjang yang harus

dilalui oleh pihak buruh yang telah di PHK. ; 0 e, ;

Dapat pula dimengerti, bahwa bagi buruh yang telah di PHK itu umumnya
berpenghasilan rendah makin berlarut-laruinya jalan eksekugi akan merupakan
snatu penderitaan yang tidak kunjung berhenti, karena tiap tindakan prosesedural
yang harus dilakukan yang hampir semuanya harus dilakukan oleh SE0Tang juru sita

+uz-Pelaksanaan perintah-perintah ketua Pengadilan Negeri it yang dilakukan juru
sita yang juga memerlukan panjar biaya yang sering tidak kecil jumlahnya yang
diperlukan untuk upah juru sita, biaya transporiasi ke tempat penyitaan, masihada
biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan seperti biaya pengaman, biaya saksi, vang
biasanya terdiri dari para pejabat kelurahan atau pamong desa setempat. Tidak
jarang pula proses di tingkat ini_juga menghalangi ‘hambatan-hambatan fisik

sehingga perlu diulang dua atau tigakali,
- Sesudah sita eksekusi dilakukan dan tereksekusi teiap tidak mentaati keputnsan




yang telah dlsm__'Lebahuleb;h pan;ar E}xaya umuk penjuaiaﬂ Ielang me]alm kan

Hufc_w}z dan Pembangus

;_ian Pap, kemudlan hams dukun dengan pen_]ualan Eeiang dari barang-bam;n

. berlaku di 'muka PAD dan P4P, dan tidak pula - ditetapkan pada tingkat proses
. eksekusi yang sudah bemda ch tangan dan hams dﬁakukan oleh Keta Pengadxlan [
_-Negem ; . : i

"I Kesnmpu!an

‘a.-Mengenai permagalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah ada undang~
~undangnya yaitu Undang-Undang Nomor12 Tahun 1964, tentang Pemutusan

.- Hubungan Kerja di Pernsahaan Swasta &embagaNegara NomorOS Tahun 1964 _
- mulai berlaku tanggal 23 September 1964).. ~ -

.Secara yuridis pemutusan Hubungan Kerja harus memperoieh izin tcriebm da-
“hule dari P4D atan P4P, Pibak pengusaha (majikan) hams memnadingkan soal

- PHK dengan bur:h yang bersangkutan atan dengan organisasi burnh, bila buruh

yang bersangkutan menjadi anggotanya. Bilamana upaya perundingan tidak
berhasil, barulah pemerintah tampil kemuka ikut campor-1angan: -dalam soal

. PHK . Campur tangan pemerintsh ini berupa pemberian izin, dan mengenai aturan

selanjutnya, diatur dalam undang—undang nomor 12 tahun tahun 1964 mengenai

-tata cara PHE

'c. Dalam praktek dapat kita simpuikan bahwa lembaga P41 dan P4P: udak begitu

‘banyak menolong kaum buruh, Hal mana disebabkan, keputusan P41 atan P4P
.amat sukar dilaksanakan tanpa persetujuan pengusaha. Apabila pengusaha tidak

... .setuju dengan keputusan tersebut maka pihak buruh harus mengajukan permoho-....
- naneksekusi kepada Pengadilan Negeri-dan keputusan itu akan dicksekusi sama

- .dengan proses perkara perdata, Walaupun sudah ada surat edaran Mahkamah
= Agun g Momer1 Tahun 1980 yang pada pokoknya menyatakan di:dalam praktek

5:”

indorohm SH., ?enyeiesalan Perselnsihan Perburuhan, Makalah pada
“Seminar Aspek Yuridis Mekanisine }’enyelesaaan Perselisihan Perburuhan;
Fakulias Hukum Umversnzs Indonesia dan Yayasan Tenaga Ker_la Incionesm
* Jakarta, 31 Juli 1987. S




: rhereka akan Eumpuh, ak:an:'tezapl' bmuhpuni’z."
i 'nyadan bahw tanpa pemsahaan mereka miak akan mempunya;' S

i menghendakx agar kedua be}ah pxhak IS& me}aksanakan mgas dan |

CaiE haknya berdasarkan kesadaran akan saling keterganwngan Senap persehsxhan :

atau sengketa hendahzya diselesaikan secara kekeluargaan. Paham tersebat j juga

menganutazas: "Tripartism’”, dlmanapxhakkeugayasmpemmmahbasadxmmm_

. ‘membantu afay berhak kut campur dalam menyelesaikan. sengkeia atau perse-

'--"fimhan ini-;‘nampaknya hanya bisa dilaksanakan deﬁgan syarat ketiga ' pihak.

memiliki pcsnsa nunding yang: “kurang' lebih :sama.” Dalam kényataan, buruh

‘v mengenai‘posisi runding yang ‘sangat lemah ‘dan pemmnt.ah sadar atau tidak
. sering berpihak pada pengusaha, sehingga konsep hubmgan mdustnai Pancasxla \
** ini'sampai saat ini-masih berada dalam khayalan. S

.Saran P '

' Hendaknya buruh diberi posisi runding yang Sama aniara unsur-unsur dalam

~«*Tripartiet’, schingga mereka bemga memxhk; hak dan kewa_nban yang sama,
* dalam setiap perundingan; .7 v

. P4D atau P4P scbagai bentuk lembaga Tnpame[ danat dilihar das ketenman
undang-undang nomor 22/1957 pasai 5 ayat (2) dimana ditentukan Panitia terdiri
dariunsur pemerintah 5 orang, kalangan buruh S orang, kalangan majikan 5 orang
untuk P40 dan demikian P4P (vide pasal 12 UU No. 22 / 1957). Kemudian di
dalam Peraturan Pemerintah tentangspengangkatan dan pemberhentian Ketua
dan anggota P4D dan P4P (PP no. 51 dan No. 52 tahun 1957). Jelas menetzpkan
bahwa wakil kalangan buruh dan majikan dapat diberhentikan bila tidak mewa-
kili kalangannya lagi, demikian ; Jjuga di dalam mekanisme pengambilan kepu-...
tusan menunjukkan lebih Jelas lagi identitas ‘Lembaga Tripartite’ apabila dilihat
dari dasar pertimbangan mengambil keputusan, maka disarankan agar ketua/
anggota P41y dan P4P merupakan hakim yang menjunjung tinggi keadilan dan
kehormatan negara. Oleh karend ity disarankan sejak mereka diangkat dan
disumnpah, harus melepaskan kepentingan/ikatan dengan kepentingan induk or-
ganisasinya. Kesan yang nampak sekarang ini, terjadi konflik status hukum bagi
anggota PAD atau PAP. apakah mereka itu “"Hakim'” atay “"Organ organisasi™
yang mempunyai kewajiban menjalankan garis kebijaksanaan organisasinya.









